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PENETAPAN
Nomor 193/Pdt.G/2020/PA Mrs

R P
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan

penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

, NIK: 7309015210660001, tempat tanggal lahir, Bone, 31 Desember 1967,
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat
kediaman di Perumahan Bentenge Blok B Nomor 269, RT.
005, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten

Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

, NIK: 7309012111610001, tempat tanggal lahir, Mandai, 12 November 1961,
agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan purnawirawan polri,
tempat kediaman di Perumahan Bentenge Blok B Nomor 269,
RT. 005, Desa Bonto Mate’'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten

Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

- Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor
193/Pdt.G/2020/PA.Mrs tanggal 24 Maret 2020 dengan mengemukakan alasan-
alasan sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad
tanggal 1 Juni 2003 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Turikale,
Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 96/20/V1/2003,
tanggal 11 Juni 2003;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama
di Perumahan Bentenge Blok B Nomor 269, RT. 005, Desa Bonto Mate'ne,
Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 1 orang anak yang bernama Indri Syahriani binti Syamsu Alam,
umur 16 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan
Penggugat/Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat
lagi di damaikan;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah
Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat tidak mau
menerima anak terdahulu Penggugat selain itu Tergugat kurang memenuhi
nafkah ekonomi terhadap Penggugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan
Februari 2020, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tidur selama kurang lebih 1 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling
memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik
bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh
menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat
merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga
dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu
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Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan

perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada
Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut
hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa

Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan

permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka hal yang
termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2)
beserta penjelasaannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272

Rv., Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum Tergugat menyampaikan
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jawaban dan pencabutan perkara tersebut disampaikan oleh Penggugat

sendiri di dalam persidangan yang dihadiri oleh kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara ini dan pula
Tergugat belum menyampaikan jawabannya, ternyata Penggugat telah
menyampaikan permohonannya secara lisan di depan persidangan untuk
mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim menilai permohonan Penggugat
tersebut telah memenuhi Pasal 271 dan Pasal 272 Rv., maka perlu ditetapkan

untuk menerima permohonan pencabutan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak
bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka
biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada
Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 193/Pdt.G/2020/PA
Mrs;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);
Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam
rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 29 April 2020
Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Dra. Hj.
St. Masdanah, sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti
Rusiah, S.Ag.,M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada
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hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut,
didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwati, S.H., sebagai

Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.
Hakim Ketua,
Dra. Hj. St. Masdanah
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP Rp  30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat Rp 100.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat Rp 100.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta Rp 20.000,00
panggilan Penggugat dan Tergugat
6. Biaya redaksi Rp  10.000,00
7. Biaya meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Him. 5 dari 5 HIm. Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



